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Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Terima Hibah Buku dari Penerbit Erlangga 

                                          
     borneonews.com 

KUALA KAPUAS – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) Kabupaten 

Kapuas menerima tambahan koleksi buku dari penerbit erlangga meallui kegiatan hibah 

buku belum lama ini.  

Bantuan tambahan koleksi buku tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Penerbit 

Erlangga Kapuas, MS Annasir yang diterima langsung oleh Kepala Disarpustaka Kapuas 

Komari, SE didampingi Kepala Bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan 

Perpustakaan, Rusdinawati, SE beserta staf. 

Komari dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas hibah buku 

tersebut yang mana semakin meanmbah koleksi-koleksi buku pada Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Kapuas. 

“Dengan dukungan dan partisipasi dari penerbit buku Erlangga ini diharapkan dapat 

membantu Perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan juga semakin 

menambah bahan bacaan,” ujarnya. 

Sumber berita: 

Harian Kalteng Pos, Disarpustaka Terima Hibah Buku dari Penerbit Erlangga, Selasa, 7 

Desember 2021. 

Catatan: 

 Pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah disebutkan bahwa lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi: 

a. hibah; 

b. dana darurat; dan/atau 

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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 Selanjutnya pada Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal 

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam 

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


